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KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, dimana kamitelah dapat
menyelesaikan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Bintang Ara Kabupaten
Tabalong Tahun 2025. Rencana pembangunan tahunan pada Kecamatan Bintang Ara
disusun berdasarkan acuan Rencana Strategis 2025-2026 dalam rangka memenuhi

Akuntabilitas Kinerja pada Kecamatan Bintang Ara.

Penyusunan Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan arahdan pedoman
kepada segenap Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya khususnya dalam pelaksanaan prioritas kegiatan yang
akan dilaksanakanuntuk masa satu tahun dan diharapkan mampu meningkatkan kinerja
pemerintah dalam memberikan pelayanan secara maksimal. Analisis dilakukan secara
mendalam pada setiap sasaran untuk memperlihatkan kinerja sesungguhnya, dan

mengidentifikasi kendala yang dihadapi.

Akhirnya, kami berharap dengan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kecamatan
Bintang Ara ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi seluruh stakeholders

dan media dalam rangka perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan.
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan
Evaluasi Raperda tentang RPJPD dan RPJMD serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPIMD dan RKPD maka
Kantor Kecamatan Bintang Ara sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berkewajiban untuk
menyusun Rencana Kerja SKPD (Renja SKPD). Renja Kecamatan Bintang Ara tahun 2024 adalah
dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun anggaran yang memuat program dan
kegiatan, lokasi kegiatan, evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan tahun sebelumnya, indikator
kinerja, kelompok sasaran serta pagu indikatif dan estimasi dana yang dibutuhkan untuk tahun 2025.

Peraturan Bupatu Tabalong No. 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan di Kabupaten Tabalong, menjadi
dasar hukum bagi Kecamatan Bintang Ara sebagai salah satu SKPD dalam lingkup Pemerintah Daerah
Kabupaten Tabalong untuk melaksanakan tugas dan kewenangan yang ada dan menjadi tanggung jawab
Pemerintah Kabupaten Tabalong. Agar pelaksanaan kewenangan dan tanggung jawab urusan tersebut
berjalan dengan lancar dan mendapat dukungan Pemerintah Kabupaten, perlu dibuat langkah-langkah
perencanaan yang terencana dan berkesinambungan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah (RPJM).

Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) disusun dengan maksud untuk menyediakan
dokumen perencanaan lima tahunan yang akan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana
Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat
Daerah (Renstra SKPD) ini kemudian diimplementasikan dalam bentuk Rencana Kerja (Renja) tahunan yang
merupakan dasar dari penilaian keberhasilam pelaksanaan fungsi-fungsi kepemerintahan Kecamatan.

Renja Kecamatan Bintang Ara tahun 2025 merupakan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan
oleh Kantor Kecamatan Bintang Ara untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan di 13 desa yang ada di
wilayah Kecamatan Bintang Ara,maka di tahun 2025 Kantor Kecamatan Bintang Ara memperioritaskan
kegiatan untuk melakukan :

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan Kecamatan dan Desa
2. Peningkatan kualitas pembangunan desa.
3. Peningkatan kegiatan pembinaan, pendampingan dan evaluasi terhadap pengelolaan Alokasi Dana
Desa.
4. Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang
mandiri dan sejahtera.
5. Penambahan sarana dan prasarana kantor demi memberikan fasilitas yang nyaman untuk
mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
Dalam pelaksanaannya, keberhasilan ataupun tidaknya Renja SKPD ini tidak terlepas dari integritas moral
dan kerjasama dari semua pihak, termasuk peran serta masyarakat di wilayah Kecamatan Bintang Ara.
Sebagai dokumen perencanaan Perangkat Daerah, Renja Kecamatan Bintang Ara Tahun 2025 disusun

dengan tahapan sebagai berikut:



Persiapan penyusunan,

Penyusunan rancangan awal,
Penyusunan rancangan,
Pelaksanaan forum Perangkat Daerah,

Perumusan rancangan akhir, dan

o ok~ W e

Penetapan

Renja Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 tahun.
Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.
Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dilakukan secara simultan dan sifatnya saling memberi

masukan dengan proses penyusunan RKPD. Secara lebih rinci, hubungan Renja Perangkat Daerah dengan

dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar berikut :
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Gambar 1.1

Hubungan Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

1.2 Landasan Hukum

Landasan Hukum Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Kecamatan Bintang Ara Tahun 2024 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il
Tanah Laut, Daerah Tingkat 1l Tapin dan Daerah Tingkat Il Tabalong (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang — undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesi Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik

Indonesia Nomor 4287);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang —undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan




10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4221);

Undang — undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2004 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang — undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun
2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4700);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana
telah dirubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015
tentang perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014;

Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4575);

Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesi Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan
Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2006 Nomor 97, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keuangan
Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintah Daerah kepada masyarakat.;

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah
Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pengelolaan dan
Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);

Peraturan Pemerintah Nomor 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal
(SPM)



17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

26

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 6206);

Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas
peraturan menteri dalam negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman umum
pelaksanaan Pengarus utamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia tahun 2011 nomor 927);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata

Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2018 Tentang
Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan dan Anggaran Daerah Tahunan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 462);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk
Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi
Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kalsifikasi, Kodefikasi
dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan
Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Periode Rencana
Pembangunan Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 maka bagi daerah
Kabupaten/Kota yang periode perencanaannya berakhir pada tahun 2024

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 04 Tahun 2024 tentang Rencana
Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Tabalong Tahun 2025 2026;

Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong No. 19 Tahun 2014 tentang Rencana Tata
Ruang dan Wilayah Kabupaten TabalongTahun 2014-2034.

.Peraturan Bupati Tabalong Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten

Tabalong.

1.3 Maksud dan Tujuan.

Renja SKPD adalah Dokumen perencanaan SKPD untuk 1 tahun yang disusun dengan maksud

memberikan arah sekaligus menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran. Adapun

Tujuan penyusunan Renja SKPD adalah:

1.

Untuk mengkoordinasikan perencanaan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1

(satu) tahun yang tersusun dalam rencana.



2. Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun

oleh SKPD.

3. Memberikan pedoman dalam Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran tahun 2025.

4. Sebagai bahan evaluasi program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun-tahun yang

akan datang.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja Kecamatan Bintang Ara Tahun 2025 sebagai
berikut : BAB |PENDAHULUAN

BAB II

BAB Il

BAB IV
BAB V

11
12
13
14

Latar Belakang
Landasan Hukum
Maksud dan Tujuan

Sistematika Penulisan

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA KECAMATAN BINTANG ARA TAHUN 2023

2.1
2.2
2.3
24

Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Bintang Ara Tahun 2023
Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Bintang Ara
Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bintang Ara

Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2025

3.1 Telahaan terhadap Kebijakan Nasional

3.2
3.3

Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Bintang Ara
Program dan Kegiatan

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KECAMATAN BINTANG ARA
PENUTUP



BAB Il
EVALUASI RENJA SKPD

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Capaian Renstra Kecamatan Bintang Ara

Evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 dan capaian Renstra
Perangkat Daerah Tahun 2019-2024 merupakan kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2023 dan perkiraan capaian Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Evaluasi
tersebut dilakukan melalui penilaian terhadap realisasi DPA Perangkat Daerah yang mencakup program dan
kegiatan, indikator kinerja dan kelompok sasaran, lokasi serta dana indikatif.

Evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bintang Ara Tahun 2023 digunakan untuk
mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, penyerapan dana dan kendala yang dihadapi.
Selain itu, evaluasi hasil pelaksanaan Renja Kecamatan Bintang Ara Tahun 2023 dilakukan untuk
memastikan bahwa indikator kinerja program dan kegiatan Renja Kecamatan Bintang Ara Tahun 2025 dapat
dicapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran Perubahan Renstra Kecamatan Bintang Ara Tahun
2019-2024 serta sasaran dan prioritas pembangunan Kabupaten Tabalong Tahun 2025.

Berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Kecamatan Bintang Ara Tahun 2023 pada
Tabel 2.1, dapat dijelaskan beberapa hal sebagai berikut:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja
Kecamatan Bintang Ara Tahun 2023

Kode

Urusan/bidang Indikator Kinerja Target Target dan Realisasi Target Perkiraan Realisasi Capaian
urusan Program/ Capaian Kinerja Program dan Program
Pemerintahan Kegiatan/Sub Kinerja | Keluaran Kegiatan SKPD /Kegiatan
Daerah dan Kegiatan Renstra Tahun 2023 SKPD
Program/Kegiata SKPD Target | realisa | Tingkat tahun Target Catatan
n/Sub Kegiatan Tahun si realisasi Berjalan Program/Kegiatan
2025 Renstra SKPD s.d
Tahun 2024
Perkiraan Perkiraan
Realisasi Tingkat
Capaian Capaian %

7.01.01.2.01 Tersusunnya 13 13 13Dok | 100% 13 13 100%
Perencanaan, dokumen Doku Doku | umen Dokumen Doku
Penganggaran, dan perencanaan, men men men
Evaluasi Kinerja penganggaran
Perangkat Daerah Dan evaluasi
Perangkat Daerah
7.01.01.2.01 Penyusunan Jumlah 2 2 2 100 % 2 2 100%
.0001 Dokumen Dokumen Doku Doku | Doku Dokumen Doku
Perencanaan Perencanaan men men | men men
Perangkat Daerah Perangkat
9 Daerah
7.01.01.2.01 Jumlah Dokumen 2 2 2 100 % 2 2 100 %
.0002 Koordinasi dan RKA-SKPDdan Doku Doku Doku Dokumen Doku
Penyusunan Laporan Hasil men men men men
Dokumen RKA- Koordinasi
SKPD Penyusunan
Dokumen RKA-
SKPD
7.01.01.2.01 Jumlah Dokumen 2 2 2 100 % 2 2Dok 100 %
.0003 Koordinasi dan Perubahan RKA- Doku Doku | Doku Dokumen umen
Penyusunan SKPD dan Laporan men men men
Dokumen HasilKoordinasi
Perubahan Penyusunan
RKA- SKPD Dokumen




Perubahan RKA-
SKPD

7.01.01.2.01 Jumlah Dokumen 2 2 2 100 % 2 2 100 %
.0004 Koordinasi dan DPA-SKPDdan Doku Doku Doku Dokumen Doku
Penyusunan Laporan Hasil men men men men
DPA-SKPD Koordinasi
Penyusunan
Dokumen DPA-
SKPD
7.01.01.2.01 Jumlah Dokumen 2 2 2 100 % 2 2 100 %
.0005 Koordinasi dan Perubahan DPA- Doku Doku | Doku Dokumen Doku
Penyusunan SKPD dan Laporan men men men men
HasilKoordinasi
Perubahan P
DPA- SKPD enyusunan
Dokumen
Perubahan DPA-
SKPD
7.01.01.2.01 Jumlah Laporan 2 2 2 100 % 2 2 100 %
.0006 Capaian Kinerja Lapo Lapo | Lapo Laporan Lapor
Koordinasi dan dan Ikhtisar
e ran ran ran an
Penyusunan RealisasiKinerja
Laporan Capaian SKPD dan
Kinerja dan Laporan Hasil
Ikhtisar Realisasi Koordinasi
Kinerja SKPD Penyusunan
Laporan Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
KinerjaSKPD
7.01.01.2.01 Evaluasi Jumiah 1 1 1 100 % 1 1 100 %
.0007 Kinerja Laporan Lapo Lapo | Lapora Laporan Lapor
Perangkat Evaluasi ran ran n an
Daerah Kinerja
Perangkat
Daerah
7.01.01.2.01 Jumlah Data - - - - - - _
.0009 Pelaksanaan Statistik Sektoral
Pengumpulan Data Daerah yang Telah
Statistik Sektoral Dikumpulkan dan
Daerah Diperiksa
Lingkup Perangkat
Daerah
7.01.01.2.02 . ) Terlaksananya 20 20 20 100% 20 20 100%
Administrasi Penatausahaan Doku Doku | Doku Dokumen Doku
Keuangan Keuangan men men men /13 men/
erangkat Daera rang/bu
Perangkat P kat D h (0] /b 13
lan org/bl
Daerah =
7.01.01.2.02 . . Jumlah Orang yang 12 12 12 100 % 13 Orang 13 100 %
.0001 Penyediaan Gaji Menerima Gajidan | Oran Orang | Orang Oran
dan Tunjangan Tunjangan ASN g g
ASN
7.01.01.2.02 L Jumlah Laporan 2 2 2 100 % 2 2 100 %
.0005 Koordinasi dan Keuangan Lapo Lapor | Lapor Laporan Laporan
Penyusunan Akhir Tahun SKPD ran an an
Laporan Keuangan Eggoran Hasil
Akhir Tahun SKPD | koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan Akhir
Tahun SKPD
7.01.01.2.02 . Jumlah Laporan 18 18 18 100 % 18 18 100 %
.0007 Koordinasi dan Keuangan Bulanan/ | Lapo Lapor | Lapor Laporan Laporan
Penyusunan Triwulanan/ ran an an
Laporan Keuangan Semesteran SKPD
BUl / dan Laporan
l! anan Koordinasi
Triwulanan/ Penyusunan
Semesteran SKPD | Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulana
n/Semesteran
SKPD
7.01.01.2.03 . . Terlaksananya 100 100% 4 4 100%
Administrasi Kegiatan % 4 | a Dokumen Doku
Barang Milik Administr_a_si Doku Doku men
Daerah Pada Bapyoihiils men | men
Daerah
Perangkat
Daerah
7.01.01.2.03 Jumlah 100 100% 4 4 100%
0001 Penyusunan Rencana % 4 | 4 Dokumen Doku
Perencanaan Doku | Doku men
Kebutuhan Kebutuhan men men
Barang Milik Barang
Daerah SKPD. Milik
Daerah
SKPD
7.01.01.2.06 .. . Terlaksananya 100 100% | 100 % 100% 100 % 100 % 100%
Administrasi kegiatan %
Umum Perangkat | Administrasi
Daerah L




0, 0,
-7683.101.2.06 Penyediaan i%nnzlggnz?]ket 1paket | 1 1 100% 1 Paket 1 Paket 100 %
Komponen Instalasi Paket | Paket
Instalasi Listrik/Peneranga
Listrik/Penerangan | n Bangunan
Bangunan Kantor | Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.06 , Jumlah Paket 100 % 1 Paket 1 Paket 100 %
0002 Penyediaan Peralatan dan 1Paket |1 1
Peralatan dan Per|engkapan Paket Paket
Perlengkapan Kantor yang
Kantor Disediakan
7.01.01.2.06 . Jumlah Paket 100 % 1 Paket 1 Paket 100 %
0005 Penyediaan Barang Barang Cetakan 1Paket |1 1
Cetakan dan dan Paket | Paket
Penggandaan Penggandaan
yang Disediakan
7.01.01.2.06 9 408 Laporan 408 9
.0009 Penyelenggaraan \;lérr?;/irl]ehzggj'zgn 408 408 408 100% P Laporan 100%
dan Konsultasi dan Konsultasi n oran | oran
SKPD. SKPD
7.01.01.2.07 Terlaksananya 100 100% 4 4 100%
Pengadaan kegiatan % v 5 0 u
Barang Milik Pebngadaan Unit | Unit 8 n
Daerah Barang Milik L i
Penunjang Daerah z t
Urusan o
Pemerintah r
Daerah 2
7.01.01.2.07 Jumlah Paket - - - - -
.0005 Pengadaan mebel yang di ) )
Mebel sediakan
0, 0,
.7(58(%601.2.07 Pengadaan ‘Ilzglz?agnrlltesin Ulnoit lL? ]i? 100% 10 unit 10 100%
Peralatan dan lainnya yang nit nit Unit
Mesin Lainnya. | disediakan
7.01.01.2.08 . Tersedianya Jasa 100% 100 % | 100 % 100% 100 % 100 % 100%
Penyediaan Jasa | penunjang Ususan
Penunjang Urusan | Pemerintahan
Pemerintahan Daerah
Daerah
7.01.01.2.08 _ Jumlah Laporan | 36 36 36 100% | 36Laporan | 36 100 %
.0002 Penyediaan Jasa Penyediaan Laporan | Lapor | Lapor Laporan
Komunikasi, Jasa an an
Sumber Daya Air | Komunikasi,
dan Listrik Sumber Daya
Air dan Listrik
yang
Disediakan
7.01.01.2.08 . Jumlah Laporan 12 12 12 100 % 12 Laporan 12 100 %
.0004 Penyediaan Jasa | penyediaan Jasa Laporan | Lapor | Lapor Laporan
Pelayanan Umum | Pelayanan Umum an an
Kantor Kantor
yang Disediakan
7.01.01.2.09 . Jumlah Barang 19 Unit 19 19 100% 19 Unit 19 Unit 100%
Pemeliharaa Milik Daerah Unit | Unit
n Barang yang di pelihara
Milik Daerah
Penunjang
Urusan
Pemerinta
han
Daerah
7.01.01.2.09 ) Jmlah 12 Unit 12 12 100 % 12 Unit 12 Unit 100 %
.0001 Penyediaan Kendaraan Unit | Unit
Jasa Perorangan
Pemeliharaa Dinasatau
0 Biaya Kendaraan Dinas
! . Jabatan yang
Pemeliharaa Dipelihara dan
n, dan Pajak dibayarkan
Kendaraan Pajaknya
Perorangan
Dinas atau
Kendaraan
Dinas
Jabatan
7.01.01.2.09 . Jumlah Peralatan 27 Unit 27 27 100 % 27 Unit 27 Unit 100 %
.0006 Pemeliharaa dan Mesin Unit | Unit
n Peralatan Lainnya yang




dan  Mesin

Lainnya

Dipeliha

7.01.02.2. . Jumlah laporan 1 100% | 1 Laporan 1 100%
01 Koordinasi penyelenggaran Laporan | Lapor | Lapor Laporan
Penyelenggaraan | kegiatan ) g an an
g pemerintahan i
Keglatr_:ln . tingkat Kecamatan
Pemerintahan di
Tingkat
Kecamatan
7.01.02.2. . .| Jumlah Laporan 1 1 1 100% | 1Laporan 1Lapora 100%
01.0001 Koordinasi/Sinergi | Koordinasi/Siner Laporan | Lapor | Lapor n
Perencanaandan | gi  Perencanaan an an
Pelaksanaan galn }
Kegiatan il
X egiatan
Pemerintahan Pemerintahan
dengan Perangkat | dengan
Daerah dan Perangkat
Instansi Vertikal Daerah = dan
Terkait Instansi  Vertikal
Terkait
7.01.02.2. . Jumlah Dokumen 1 1 1 100% 1 Dokumen | 1 100 %
01.0002 Peningkatan Peningkatan Dokume | Doku | Doku Dokume
Efektifitas Kegiatan | Efektifitas n men | men n
Pemerintahan di Kegiatan
Tingkat Kecamatan | Femerintanan di
9 Tingkat
Kecamatan

L. Jumlah kegiatan 100 13 Desa 100
01 Koordinasi pemberdayaan Desa | Desa % %
Kegiatan masyarakat di
wilayah
Pemberdayaan .
Desa
7.01.03.2. . Jumlah Lembaga 9 9 9 100% | 9 Desa 9 Desa 100%
01.0001 Penl_ngkatfin Kemasyarakatan Lembag | Lemb | Lemb
Partisipasi yang a aga aga
Masyarakat Berpartisipasi
dalam Forum
dalam Forum Musyawarah
Musyawarah Perencanaan
Perencanaan Pembangunan di
Pembangunan di | Desa
Desa
7.01.03.2. Persentase 80 % 80% 80 % 100 % 9 Desa 9 Desa 100 %
06 Pemberdayaan peningkatan
dan kinerja aparatur,
CETTRE  SE e
- u
Keluarga Tingkat | | cioia
Kecamatan dan kewilayahan
Kelurahan desa
7.01.03.2. Jumlah Keluarga 90 90 90 100 % | 9021 90 100 %
06.0012 Penumbuhan dan | yang Mengikuti Keluarg | Kelua | Kelua Keluarg
Peningkatan Penumbuhan dan a rga rga a
Kesadaran Peningkatan
Kesadaran
Keluarga dalam Keluarga dalam
Keterlibatan Keterlibatan
Perencanaan Perencanaan
Kehidupan KEhidUPa"I
. Menuju Keluarga
Menulu_KeIuarga Berkualitas
Berkualitas




100%/ 12 0, 12 Laporan 12Lapor 0

7.01.04.2.01 Koordinasi ;:;i?e:‘?:ﬁggg:an Lapor/an Lapo | lapor 100% P an P 100%

Upaya Ketentraman dan ran an

Penye'enggaraa Ketertiban umum

n Ketenteraman

dan Ketertiban

Umum

0, 0,

7.01.04201 |  Sinergitas ﬂi@illagi#:%?{:: 1Lzaporan tipo gpo 100% | 12 Laporan iiporan 100%
.0001 dengan dengan Kepolisian ran ran

Kepolisian Indonesia. Tentara

NeQara, Nasional I’ndonesia

Republik dan Instansi Vertikal

Indonesia, di Wilayah

Tentara Kecamatan

Nasional

Indonesia dan

Instansi Vertikal

di Wilayah

Kecamatan.

7.01.06

umia 1 1 1 100% 1 Laporan 1 100%
7.01.052.0 | Penyelenggaraa | Dokumen Dokume | Doku | Doku Laporan
1 n Urusan Penyelenggar | , men | men

. aan Kegiatan
Pemerintahan Pemerintahan
Umum sesuai ﬁl Tlngk%t
Penugasan ecamata
Kepala Daerah

. Jumlah Orang yang 100 100 100 100 % 100 Orang 100 100 %

7.01.05.2.0 Pembinaan Mengikuti Orang Oran | rang Orang
1.0001 Wawasan Pembinaan g

Kebangsaan dan ‘é";";ﬁ%‘;gan dan

Keu’_‘hanan Ketahanan Nasional

Nasional dalam | dalam rangka

rangka Memantapkan

Memantapkan Egﬂg:?"‘;'a”

Pengamalan Pelaksana;an

Pancasila, UndangUndang

Pelaksanaan Dasar Negara

Undang-Undan Republik Indonesia

D % 9 Tahun 1945,

asar . egara Pelestarian

REPUbllk Bhinneka Tunggal

Indonesia Tahun | Ikaserta

1945 Pemertahanan dan
- Pemeliharaan

Pe!ESta”an Keutuhan Negara

Bhinneka Kesatuan Republik

Tunggal Ika Indonesia

serta

Pemertahanan

dan

Pemeliharaan

Keutuhan

Negara

Kesatuan

Republik

Indonesia.

Jumlah Dokumen 12 12 12 100 % 12 12 100 %
7.01.05.2.0 Pelaksanaan Tugas Forum Dokume | Doku | Doku Dokumen Dokume
1.0008 Tugas Forum Koordinasi n men men n

Koordinasi Pimpinan di
Pimpinan di Kecamatan
Kecamatan




e Jumlah 9 Desa

7.01.06.2. Fasilitasi, Pemerintah Desa 9 9 100 9 Desa 9 100 %
01 Rekomendasi dan | yang di bina dan De De % Desa

Koordinasi di awasi sa <l

Pembinaan dan

Pengawasan

Pemerintahan

Desa

e Jumlah Dokumen 9

7.01.06.2. | Fasilitasi yang Difasilitasi Dokume | 9 9 100 9 9 100 %
01.0002 Administrasi Tata | dalam rangka n Do Do % Dokumen | Doku

Pemerintahan Administrasi Tata ku ku men

Desa Pemerintahan Desa me me

n n

7.01.06.2. Fasilitasi - - - B - B}
01.0009 Sinkronisasi

Perencanaan

Pembangunan

Daerah dengan

Pembangunan

Desa.

Keterangan : Data (Diolah).
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Kecamatan Bintang Ara mempunyai tugas melaksanakan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh
Bupati untuk menangani sebagai urusan Otonomi Daerah. Kewenangan tersebut diantaranya :

1. Pelayanan penerbitan Kartu Tanda Penduduk (KTP).

2. Pelayanan penerbitan Kartu Keluarga (KK).

3. Pelayanan penerbitan Keterangan Pindah.

4. Mengkordinasikan kegiatan pemberdayaan sosial masyarakat.

5. Mengkoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.

6. Menggkordinasikan dan memfasilitasi pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan
penyandang masalah kesejahteraan sosial.

7. Mengkoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan masyarakat dalam membangun desa.

8. Mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan.

9. Membina penyelenggaraan pemerintahan desa.

Dalam rangka meningkatkan kinerja aparatur Kecamatan Bintang Ara menuju pelaksanaan tata
pemerintahan yang baik serta untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya di bidang
pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan ada beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk keberhasilan
pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Bintang Ara, diantaranya :

1. Mengoptimalkan kinerja pegawai agar berkualitas sesuai dengan keahliannya.

2. Mengadakan pelatihan/bimbingan teknis sesuai dengan bidang tugasnya.

3. Meningkatkan system pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

Disamping itu, kinerja pelayanan perangkat daerah yang merupakan kajian terhadap capaian kinerja

palayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan, maka capaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) yang mengacu pada Perubahan Renstra Kecamatan Bintang Ara adalah

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Bintang Ara
No | Indikator Angka Target Renstra SKPD Realisasi Capaian Proyeksi Catatan analisis
Nilai
2020 2021 2022 2023 2024 2020 | 2021 | 2022 2023 2024 | 2025
Target
Standar
1 Persentase Tingkat Persen 100% | 100 100 | 100% | 100 100 | .
Penyelesaian % % % %
pelanggaran K3
97,08% | 97,08% | 97,37% | 97,64%
(Ketertiban,
Keamanan dan
Kenyamanan
2 | Nilai AKIP Nilai B B B B B B B B B B B
3 | Persentase % 70 70 |75 | 100 100 | 80
peningkatan kinerja
aparatur, kapasitas
74,17 74,17 75,4 75,8
aparatur dan tata
kelola kewilayahan
desa
4 | Persentase Pembinaan | Oz 50 82,5 839 | 8459 |70 75 |75 | 100 | 100 | 100
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dan Pengawasan

Pemerintahan Desa

Persentase pelayanan
kelembagaan sosial

kemasyarakatan

%

72,96

73,75

73,83

73,96

80

80

80

99,98

100

100

Persentase dokumen
penyelenggaraan
pemerintahan yang

disusun tepat waktu

%

50

79,17

80,83

82,23

80

80

80

99,99

100

80
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2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Bintang Ara
Berdasarkan Peraturan Bupati Tabalong No. 69 Tahun 2021 tentang Pembentukan Susunan
Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong, maka Kecamatan Bintang Ara

mempunyai kedudukan, tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
Kedudukan Kecamatan

1. Kecamatan merupakan wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah.

2. Kecamatan dipimpin oleh Camat.

3. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris daerah.
b. Tugas Pokok Kecamatan

Kecamatan Bintang Ara memiliki tugas pokok untuk melaksanakan kewenangan pemerintah yang dilimpahkan
oleh Bupati untuk menangani sebaagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum

pemerintahan.
c. Fungsi Kecamatan

Fungsi Kecamatan Bintang Ara adalah sebagai pelaksanaan pengelolaan administrasi umum, keuangan
dan kepegawaian, pengkoordinasian pelayanan administrasi publik dan pengkoordinasian pelaksanaan

tugas pemerintahan daerah dengan satuan kerja di lingkungan kecamatan.

Untuk melaksanakan fungsi tersebut, maka Camat selaku kepala SKPD dibantu oleh Sekretaris Camat
membawahi 2 (dua) Sub Bagian yaitu : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan
Keuangan, disamping membawahi 4 (empat) Seksi yang terdiri dari : Seksi Pemerintahan, Seksi
Pembangunan, Seksi Kesejahteraan Rakyat, dan Seksi Keamanan dan Ketertiban Umum. Berikut adalah

susunan organisasi di Kecamatan Bintang Ara
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STRUKTUR ORGANISASI
KECAMATAN BINTANG ARA
KABUPATEN TABALONG

Kelompok Jabatan Fungsional

CAMAT

Sekcam

v

v ,

Kasubbag Umum & Kepegawaian Kasubbag Perencanaan & Keuangan

l

Kasi Pemerintahan

l

Kasi Pembangunan

DESA

l l

Kasi Trantib Kasi Kesra
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Kendala dan kelemahan yang dihadapi oleh Kecamatan Bintang Ara dalam memberikan pelayanan

maksimal kepada masyarakat, diantaranya :

e Terbatasnya jumlah dan kapasitas personil SKPD Kecamatan Bintang Ara untuk membantu
dalam pelaksanaan tugas, sehingga pada masing-masing Kasi ada yang tidak memiliki staf.

e Kurangnya pemahaman aparatur terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) sehingga capaian
kinerja individual masih relatif rendah. Tingkat SDM aparat Kecamatan Bintang Ara khususnya staf
yang masih terbilang rendah juga minimnya penguasaan komputer dan internet menyebabkan
kurang efektif dan efisiennya pelaksanaan program dan kegiatan, serta kurangnya kesadaran
aparat pemerintahan di Kantor Kecamatan Bintang Ara dalam tertib administrasi.

e Kurangnya tenaga pengelola administrasi keuangan yang berkompeten.

e Masih rendahnya tanggung jawab aparatur pemerintahan desa terhadap pelaksanaan tugas dalam
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

Disamping kendala dan kelemahan yang ada, Kecamatan Bintang Ara juga memiliki beberapa faktor

kekuatan yang sangat berpengaruh pada keberhasilan Kecamatan Bintang Ara diantaranya :

1. Adanya struktur organisasi yang terpola.

2. Adanya sebagian pelimpahan kewenangan pemerintah dari Bupati kepada Camat.

3. Suasana kerja di Kecamatan Bintang Ara yang kondusif, melalui hubungan kerja yang dibangun
secara kekeluargaan dan demokratis sehingga sangat bermanfaat dalam mengembangkan
kreativitas individual maupun kelompok (team work).

4. Adanya koordinasi di Wilayah Kecamatan Bintang Ara yang baik.

Adapun isu-isu penting lainnya yang ada di Kecamatan Bintang Ara adalah sebagai berikut :

1. Bidang Kesejahteraan Masyarakat
Kecamatan Bintang Ara belum optimal dalam memberikan pelayanan kesejahteraan sosial bagi PMKS

yang tercermin dalan aspek pelayanan kesejahteraan yang disediakan dan penyediaan anggaran.

2. Bidang Pemerintahan

Berlakunya UU Desa yang menuntut aparat kecamatan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan

agar desa lebih optimal melaksanakan amanat UU Desa tersebut.

3. Bidang Pelayanan

Tuntutan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan prima menjadikan kecamatan Bintang Ara untuk

selalu berinovasi agar masyarakat puas dengan pelayanan yang diberikan
4.Bidang Pertanian
Alih fungsi lahan merupakan masalah yang mulai mencuat di wilayah Bintang Ara. Para pengembang

mulai melirik tanah pertanian di Kecamaan Bintang Ara untuk dijadikan perumahan atau pertambangan

Adapun mengenai Pencapaian Kinerja Pelayanan di Kecamatan Bintang Ara dapat di lihat pada Tabel

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra Kecamatan Bintang Ara s/d Tahun 2023 Berikut ini :
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24  Review terhadap Rancangan RKPD Tahun 2025

Review terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 dilakukan dengan membandingkan antara Rancangan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2024

dengan hasil analisis kebutuhan

Kecamatan Bintang Ara Tahun 2025. Hasil review terhadap Rancangan RKPD Kabupaten Tabalong Tahun 2025 disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.3

Reviu Terhadap Rancangan RKPD Kecamatan Bintang Ara Tahun 2025 Kab Tabalong.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
No PROGRAM/ LOKASI INDIKATOR Target PAGU PROGRAM/ LOKASI INDIKATOR Target PAGU Catatan
KEGIATAN/SUB KINERJA INDIKATIF KEGIATAN/SUB KINERJA INDIKATIF Penting
KEGIATAN (Rp.) KEGIATAN (Rp.)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 13
I PROGRAM KEC. Nilai AKIP B PROGRAM KEC. BINTANG | Nilai AKIP B 3.034.569.000,
PENUNJANG URUSAN BINTAN 3.007.025.162 PENUNJANG URUSAN ARA
PEMERINTAHAN G ARA PEMERINTAHAN 00
DAERAH DAERAH
KABUPATEN/KOTA KABUPATEN/KOTA
1.1 Perencanaan, KEC. Tersusunnya 13 Dokumen Perencanaan, KEC. BINTANG| Tersusunnya 13 Dokumen 20.660.000,00
Penganggaran, dan BINTAN dokumen 19.629.000 Penganggaran, dan ARA dokumen
Evaluasi Kinerja G ARA perencanaan, Evaluasi Kinerja perencanaan,
Perangkat Daerah penganggaran Perangkat Daerah penganggaran
dan dan
evaluasi evaluasi
Perangkat daerah Perangkat daerah
1.1.1 Penyusunan Dokumen Jumah dokumen 2 Dokumen Penyusunan Dokumen KEC. BINTANG | Jumah dokumen 2 Dokumen
Perencanaan Perangkat perencanaan 2.016.000 00 | Perencanaan Perangkat IARA perencanaan 2.020.000.00
Daerah perangkat daerah ! Daerah perangkat daerah !
1.1.2 Koodinasi dan Penyusunan Jumah dokumen 2 Dokumen Koodinasi dan Penyusunan  |[KEC. BINTANG | Jumah dokumen 2 Dokumen
Dokumen RKA SKPD RKA SKPD dan 1.284.000,00 Dokumen RKA SKPD IARA RKA SKPD dan 1.285.000,00
laporan hasil laporan hasil
koordinasi koordinasi
penyusunan penyusunan
dokumen RKA dokumen RKA
SKPD SKPD
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1.1.3 Koodinasi dan Penyusunan Jumah dokumen 2 Dokumen 1.284.000,00 Koodinasi dan Penyusunan |KEC. BINTANG | Jumah dokumen 2 Dokumen 1.285.000,00
Dokumen Perubahan RKA perubahan RKA Dokumen Perubahan RKA  |JARA perubahan RKA
SKPD SKPD dan laporan SKPD SKPD dan laporan
hasil koordinasi hasil koordinasi
penyusunan penyusunan
dokumen dokumen
perubahan RKA perubahan RKA
SKPD SKPD
1.1.4 Koodinasi dan Penyusunan Jumah dokumen 2 Dokumen 1.511.000,00 Koodinasi dan Penyusunan  |KEC. BINTANG | Jumah dokumen 2 Dokumen 1.520.000,00
Dokumen DPA SKPD DPA SKPD dan Dokumen DPA SKPD ARA DPA SKPD dan
laporan hasil laporan hasil
koordinasi koordinasi
penyusunan penyusunan
dokumen DPA dokumen DPA
SKPD SKPD
1.1.5 Koodinasi dan Penyusunan Jumah dokumen 2 Dokumen 1.511.000.00 Koodinasi dan Penyusunan  |KEC. BINTANG | Jumah dokumen 2 Dokumen
Dokumen Perubahan DPA perubahan DPA ! Dokumen Perubahan DPA  |ARA perubahan DPA 1.520.000,00
SKPD SKPD dan laporan SKPD SKPD dan laporan
hasil koordinasi hasil koordinasi
penyusunan penyusunan
dokumen dokumen
perubahan DPA perubahan DPA
SKPD SKPD
1.1.6 Koodinasi dan Penyusunan Jumah laporan 2 Laporan 1.016.000,00 Koodinasi dan Penyusunan  |KEC. BINTANG | Jumah laporan 2 Laporan 1.020.000,00
Laporan Capaian Kinerja kinerja dan ikhtisar Laporan Capaian Kinerja IARA kinerja dan ikhtisar
dan Ikhtisar Realisasi realisasi kknerja dan Ikhtisar Realisasi realisasi kknerja
Kinerja SKPD SKPD dan laporan Kinerja SKPD SKPD dan laporan
hasil koordinasi hasil koordinasi
penyusunan penyusunan
laporan kinerja dan laporan kinerja dan
ikhtisar realisasi ikhtisar realisasi
kknerja SKPD kknerja SKPD
1.1.7 Evaluasi Kinerja Perangkat Jumah laporan 1 Laporan 1.007.000,00 Evaluasi Kinerja Perangkat [KEC.BINTANG | Jumah laporan 1 Laporan 1.010.000,00
Daerah Evaluasi kinerja Daerah IARA Evaluasi kinerja
perangkat daerah perangkat daerah
Pelaksanaan Pengumpulan Jumlah Data 1 Data Pelaksanaan Pengumpulan  [KEC. BINTANG | Jumlah Data 1 Data Penambahan
Data Statistik Sektoral Statistik Sektoral 10.000.000 Data Statistik Sektoral IARA Statistik Sektoral 11.000.000,00 | Cetak Buku
Daerah Daerah yang Telah Daerah Daerah yang Telah ! Statistik
Dikumpulkan dan Dikumpulkan dan Sektoral
Diperiksa Lingkup Diperiksa Lingkup Daerah, dan
Perangkat Daerah Perangkat Daerah Uang
Transport
Perjalanan
Dinas Dalam
Daerah
1.2 Administrasi Keuangan KEC. Terlaksananya 20 Dokumen 2.413.606.000,| Administrasi Keuangan KEC. BINTANG | Terlaksananya 20 Dokumen 2.421.894.000,| Penambahan
Perangkat Daerah BINTAN penatausahaan ’| Perangkat Daerah ARA penatausahaan 'l Gajidan
G ARA keuangan 00 keuangan 00 Tunjangan
Perangkat Perangkat ASN
Daerah Daerah
1.2.1 Penyediaan Gaji dan Jumlah Orang 13 Orang/ Bulan Penyediaan Gaji dan KEC. BINTANG | Jumlah Orang 13 Orang Penambahan
Tunjangan ASN yang Menerima 2.411.719.000,| Tunjangan ASN ARA yang Menerima 2.420.000.000,| Pagu Gaji
Gaji dan ! Gaji dan ’| dan
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Tunjangan ASN 00 Tunjangan ASN 00 Tunjangan
ASN Dari
yang asalnya
12 Orang
KEC. BINTANG menjadi 13
IARA Orang
1.2.2 Koodinasi dan Penyusunan 2 Laporan Koodinasi dan Penyusunan  |[KEC. BINTANG 2 Laporan 1.284.000,00
Laporan Keuangan Akhir Laporan Keuangan Akhir IARA
Taﬁunan SKPDg Jumah laporan 1.283.000,00 Taﬁunan SKPDg Jumah laporan
akhir tahuan akhir tahuan
SKPD dan laporan SKPD dan laporan
hasil koordinasi hasil koordinasi
penyusunan penyusunan
laporan keuangan laporan keuangan
akhir tahuanan akhir tahuanan
SKPD SKPD
1.2.3 Koodinasi dan Penyusunan Jumah laporan Koodinasi dan Penyusunan |KEC. BINTANG | Jumah laporan
Laporan Keuangan Bulanan/ Keuangan 6 Laporan Keuangan Bulanan/ |ARA Keuangan
Triwulan/ Semesteran Bulanan/ 18 Laporan 604.000,00 Triwulan/ Semesteran Bulanan/ 18 Laporan 610.000,00
SKPD Triwulan/ SKPD Triwulan/
Semesteran SKPD Semesteran SKPD
dan laporan hasil dan laporan hasil
koordinasi koordinasi
penyusunan penyusunan
laporan Keuangan laporan Keuangan
Bulanan/ Bulanan/
Triwulan/ Triwulan/
Semesteran SKPD Semesteran SKPD
1.3 Administrasi Barang KEC. Terlaksananya 100% 1.813.000,00 | Administrasi Barang KEC. BINTANG | Terlaksananya 100% 1.815.000.00
Milik Daerah pada BINTAN Kegiatan ! Milik Daerah pada ARA kegiatan !
Perangkat Daerah G ARA Administrasi Perangkat Daerah administrasi
Barang Milik Barang Milik
Daerah Daerah
131 Penyusunan Perencanaan Jumlah Reencana 2 Dokumen Penysunan Perencanaan KEC. BINTANG | Jumlah Rencana 2 Dokumen
Kebutuhan Barang Milik Kebutuhan Barang 1.813.000,00 Kebutuhan Barang Milik IARA Kebutuhan Barang 1.815.000,00
Daerah SKPD Milik Daerah SKPD Milik Daerah
SKPD SKPD
1.4 Administrasi Umum KEC. Terlaksananya 100% 136.683.128 0 | Administrasi Umum KEC. BINTANG | Terlaksananya 100% 133.200.000.0
Perangkat Daerah BINTAN kegiatan "7 | Perangkat Daerah ARA kegiatan !
G ARA administrasi 0 administrasi 0
umum Umum
1.4.1 Penyediaan Komponen Jumlah Komponen |1 Paket Penyediaan Komponen KEC. BINTANG | Jumlah Komponen | 1 Paket
Instalansi Instalansi 4.228.475,00 Instalansi IARA Instalansi 0
Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan Listrik/Penerangan
Banguann Kantor Bangunan yang Banguann Kantor Bangunan yang
Disediakan Disediakan
1.4.2 Penyediaan Peralatan dan Jumlah Paket 1 Paket Penyediaan Peralatan dan KEC. BINTANG | Jumlah Paket 1 Paket
Perlengkapan Kantor Peralatan dan 16.637.741.00 | Perlengkapan Kantor IARA Peralatan dan 16.500.000.00
Perlengkapan ! Perlengkapan !
Kantor yang Kantor yang
Disediakan Disediakan
1.4.3 Penyediaan Barang Cetakan Jumlah Paket 1 Paket 5.667.912.00 Penyediaan Barang Cetakan [KEC. BINTANG | Jumlah Paket 1 Paket 6.700.000.00
dan Penggandaan Barang Cetakan ' ’ ! dan Penggandaan IARA Barang Cetakan ' ' !
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dan Penggandaan
yang di Sediakan

dan Penggandaan
yang di Sediakan

1.4.4 Penyelenggaraan Rapat Jumlah Laporan 408 Laporan 110.149.000,0 Penyelenggaraan Rapat KEC. BINTANG | Jumlah Laporan 408 Laporan 110.000.000,0
Koordinasi dan Konsultasi Penyelenggaraan Koordinasi dan Konsultasi  |ARA Penyelenggaraan
SKPD Rapat Koordinasi 0 SKPD Rapat Koordinasi 0
dan Konsultasi dan Konsultasi
SKPD SKPD
1.5 Pengadaan Barang Milik KEC. Terlaksananya 100% Pengadaan Barang Milik KEC. BINTANG | Terlaksananya 100%
Daerah BINTAN Kegiatan 85.137.719,00 Daerah ARA Pengadaan 75.000.000,00
G ARA Pengadaan Barang Milik
Barang Milik Daerah
Daerah
1.5.2 Pengadaan Peralatan dan Jumlah Unit 4 Unit Pengadaan Peralatan dan KEC. BINTANG | Jumlah Unit 4 Unit
Mesin Lainnya Peralatan dan 85.137.719.00 | Mesin Lainnya IARA Peralatan dan 75.000.000.00
Mesin lainnya ! Mesin lainnya !
Yang disediakan Yang disediakan
1.6 Penyediaan Jasa KEC. Tersedianya Jasa | 100% 218.916.790,0 Penyediaan Jasa KEC. BINTANG | TersedianyaJasa | 100% 248.500.000,0
Penunjang Urusan BINTAN Penunjang Penunjang Urusan ARA Penunjang
Pemerintahan Daerah G ARA Ususan 0 Pemerintahan Daerah Ususan 0
Pemerintahan Pemerintahan
Daerah Daerah
1.6.1 Penyediaan Jasa Jumlah laporan 12 Laporan Penyediaan Jasa KEC. BINTANG | Jumlah laporan 12 Laporan
Komunikasi, Sumber daya Penyediaan Jasa 27.600.000,00 Komunikasi, Sumber daya  |ARA Penyediaan Jasa 28.000.000,00
Air dan Listrik Komunikasi, Aiir dan Listrik Komunikasi,
Sumber daya Air Sumber daya Air
dan Listrik yang dan Listrik yang
disediakan disediakan
1.6.2 Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah laporan 36 Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan ~ [KEC. BINTANG | Jumlah laporan 4 Laporan
Umum Kantor Penyediaan Jasa 191.316.790,0 Umum Kantor IARA Penyediaan Jasa 220.500.000,0
Pelayanan Umum Pelayanan Umum
Kantor yang 0 Kantor yang 0
disediakan disediakan
1.7 Pemeliharaan Barang KEC. Jumlah Barang 43 Unit Pemeliharaan Barang KEC. BINTANG | Jumlah Barang 43 Unit
Milik Daerah Penunjang BINTAN Milik Daerah 131.239.525,0 Milik Daerah Penunjang  |ARA Milik Daerah 133.500.000,0
Urusan Pemerintahan G ARA yang di pelihara Urusan Pemerintahan yang di pelihara
Daerah 0 Daerah 0
171 Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan | 15 Unit 118.160.000,0 Penyediaan Jasa KEC. BINTANG | Jumlah Kendaraan | 18 Unit 120.000.000,0
Pemerliharaan, Biaya Perorangan Dinas Pemerliharaan, Biaya IARA Dinas atau
Pemelihaaan dan Pajak Atau Kendaraan 0 Pemelihaaan dan Pajak Kendaraan Dinas 0
Kendaraan Perorangan Dinas Jabatan Kendaraan Perorangan Jabatan yang di
Dinas dan kendaraan dinas yang di Pelihara Dinas dan kendaraan dinas Pelihara dan
atau Kendaraan Dinas dan di Bayarkan atau Kendaraan Dinas dibayarkan
Jabatan Pajaknya Jabatan Pajaknya
1.7.2 Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Peralatan 23 Unit 13.079.525,00 Pemeliharaan Peralatandan [KEC. BINTANG | Terpeliharanya 25 Unit 13.500.000,00
mesin Lainnya dan Mesin mesin Lainnya IARA Peralatan dan
Kantor yang Mesin Lainya yang
dipelihara dipeliharta’
1 PROGRAM KEC. Terlaksananya 100% 60.214.000,00 PROGRAM KEC.BINTANG | Persentase tingkat 100% 62.000.000,00
KOORDINASI BINTAN Penyelenggaraan KOORDINASI ARA penyelesaian
KETENTRAMAN DAN G ARA Ketentraman dan KETENTRAMAN DAN pelanggaran K3

KETERTIBAN UMUM

Ketertiban umum

KETERTIBAN UMUM

(Ketertiban,
ketentraman dan
kenyamanan)
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1.1 Sinergitas dengan Jumlah Laporan 12 laporan 60.214.000,00 Sinergitas dengan KEC. BINTANG | Jumlah Laporan 12 Laporan 62.000.000,00
Kepolisian Negara Republik Hasil Sinergitas Kepolisian Negara Republik |ARA Hasil Sinergitas
Indonesia, Tentara Nasional dengan Kepolisian Indonesia, Tentara Nasional dengan Kepolisian
Indonesia dan Instansi Negara Republik Indonesia dan Instansi Negara Republik
Vertikal di Wilayah Indonesia, Tentara Vertikal di Wilayah Indonesia, Tentara
Kecamatan Nasional Indonesia Kecamatan Nasional Indonesia
dan Instansi dan Instansi
Vertikal di Vertikal di
Wilayah Wilayah
Kecamatan Kecamatan
11 PROGRAM KEC.BINTANG | Jumlah usulan 85% PROGRAM KEC.BINTANG | Jumlah usulan 85%
PEMBERDAYAAN ARA masyarakat yang 55.844.000,00 | PEMBERDAYAAN ARA masyarakat yang 57.000.000,00
MASYARAKAT DESA Diakomodir I MASYARAKAT DESA Diakomodir T
DAN KELURAHAN DAN KELURAHAN
1.1 Koordinasi Kegiatan KEC.BINTANG | Jumlah kegiatan 9 Desa 27.344.000,00 Koordinasi Kegiatan KEC.BINTANG | Jumlah kegiatan 13 Desa 28.000.000,00
Pemberdayaan Desa ARA pemberdayaan Pemberdayaan Desa ARA pemberdayaan
masyarakat di masyarakat di
wilayah wilayah
kecamatan kecamatan
111.1.1 | Peningkatan Partisipasi Jumlah Lembaga 9 Lembaga Peningkatan Partisipasi KEC. BINTANG | Jumlah Lembaga 13 Lembaga 28.000.000,00
Masyarakat dalam Forum Kemasyarakatan Kemasyarakatan (27 .3 44.000,00 Masyarakat dalam Forum IARA Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Musyawarah Perencanaan yang berpartisipasi Musyawarah Perencanaan yang berpartisipasi
Pembangunan di Desa dalam Forum Pembangunan di Desa dalam Forum
MUSRENBANG MUSRENBANG
di Desa di Desa
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1.2 Pemberdayaan dan Jumlah Keluarga | 90 Keluarga 28.500.000,00 Pemberdayaan dan KEC. BINTANG | Jumlah Keluarga | 90 Keluarga 29.000.000,00
kesejahteraan Keluarga yang Mengikuti kesejahteraan Keluarga IARA yang Mengikuti
Tingkat Kecamatan dan Penumbuhan dan Tingkat Kecamatan dan Penumbuhan dan
Kelurahan Peningkatan Kelurahan Peningkatan
Kesadaran Kesadaran
Keluarga dalam Keluarga dalam
Keterlibatan Keterlibatan
Perencanaan Perencanaan
Kehidupan Kehidupan
Menuju Keluarga Menuju Keluarga
Berkualitas Berkualitas
111.2.1 | Pertumbuhan dan Jumlah Keluarga 90 Keluarga 28.500.000,00 Pertumbuhan dan KEC. BINTANG | Jumlah Keluarga 90 Keluarga 29.000.000,00
Peningkatan Kesadaran yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran IARA yang Mengikuti
Keluarga dalam Penumbuhan dan Keluarga dalam Penumbuhan dan
Keterlibatan Perencanaan Peningkatan Keterlibatan Perencanaan Peningkatan
Kehidupan Menuju Kesadaran Kehidupan Menuju Kesadaran
Keluarga Berkualitas Keluarga dalam Keluarga Berkualitas Keluarga dalam
Keterlibatan Keterlibatan
Perencanaan Perencanaan
Kehidupan Kehidupan
Menuju Keluarga Menuju Keluarga
Berkualitas Berkualitas
v PROGRAM KEC.BINTANG | Tingkat 85% PROGRAM PEMBINAAN | KEC.BINTANG | Tingkat 85%
PEMBINAAN DAN ARA keterlibatan 42.555.192,00 DAN PENGAWASAN ARA keterlibatan 44.000.000,00
PENGAWASAN masyarakat dalam PEMERINTAHAN DESA masyarakat dalam
PEMERINTAHAN DESA perencanaan perencanaan
pembangunan pembangunan
V.1 Fasilitasi, Rekomendasi KEC.BINTANG | Jumlah 9 Desa Fasilitasi, Rekomendasi KEC.BINTANG | Jumlah 9 Desa
dan Koordinasi ARA Pemerintah Desa 42.555.192 00 | dan Koordinasi ARA Pemerintah Desa 44.000.000,00
Pembinaan dan yang di bina dan ! Pembinaan dan yang di bina dan !
Pengawasan di awasi Pengawasan di awasi
Pemerintahan Desa Pemerintahan Desa
IV.1.1 | Fasilitasi Administrasi Tata Jumlah Dokumen 9 Dokumen 23.264.000,00 Fasilitasi Administrasi Tata |KEC. BINTANG | Jumlah Dokumen 9 Dokumen 24.000.000,00
Pemrintahan desa yang Difasilitasi Pemrintahan desa IARA yang Difasilitasi
dalam rangka dalam rangka
Administrasi Tata Administrasi Tata
Pemerintahan Pemerintahan
Desa Desa
IV. I 11| Fasilitasi Sinkronisasi Jumlah Dokumen 1 Dokumen 19.291.192.00 | Fasilitasi Sinkronisasi KEC. BINTANG | Jumlah Dokumen 1 Dokumen 20.000.000,00 [Penambahan Sub
Perencanaan Pembangunan Sinkronisasi ! Perencanaan Pembangunan |ARA Sinkronisasi ! Kegiatan Baru
Daerah dengan Perencanaan Daerah dengan Perencanaan bKe’”pa musrde”'.’ang
Pembangunan Desa Pembangunan Pembangunan Desa Pembangunan Bs;;ga;ﬁ?baﬁg
Daerah Daerah anggaran dan
dengan dengan Pelaksanaannya
Pembangunan Desa Pembangunan Desa dialihkan ke
kecamatan
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\Y PROGRAM KEC.BINTANG | Persentase layanan | 85% 122.109.145,0 PROGRAM KEC.BINTANG | Persentase layanan | 85% 124.000.000,0
PENYELENGGARRAAN ARA umum lainnya PENYELENGGARRAAN ARA umum lainnya
URUSAN tepat waktu 0 URUSAN tepat waktu 0
PEMRINTAHAN UMUM PEMRINTAHAN UMUM
V.1 Penyelenggaraan Urusan KEC.BINTANG | Jumlah laporan 1 Laporan Penyelenggaraan Urusan KEC.BINTANG | Jumlah laporan 1 Laporan
Pemerintahan Umum ARA penyelenggaran 122.109.145 0| Pemerintahan Umum ARA penyelenggaran 124.000.000.0
sesuai Penugasan Kepala urusan ! sesuai Penugasan Kepala urusan !
Daerah pemerintahan 0 Daerah pemerintahan 0
umum sesuai umum sesuai
penugasan kepala penugasan kepala
daerah daerah
V.11 Pembinaan Wawasan Jumlah Orang 100 82.735.145,00 Pembinaan Wawasan KEC. BINTANG | Jumlah Orang 45 Orang 87.500.000,00
Kebangsaan dan Ketahanan yang Mengikuti Kebangsaan dan Ketahanan |ARA yang Mengikuti
Nasional dalam rangka Pembinaan Nasional dalam rangka Pembinaan
Memantapkan Pengamalan Wawasan Memantapkan Pengamalan Wawasan
Pancasila, Pelaksanaan Kebangsaan dan Pancasila, Pelaksanaan Kebangsaan dan
Undang- Undang Dasar Ketahanan Undang- Undang Dasar Ketahanan
Negara Republik Indonesia Nasional dalam Negara Republik Indonesia Nasional dalam
Tahun 1745, Pelestarian rangka Tahun 1745, Pelestarian rangka
Bhinneka Tunggal Ika serta Memantapkan Bhinneka Tunggal Ika serta Memantapkan
Pemertahanan dan Pengamalan Pemertahanan dan Pengamalan
Pemeliharaan Keutuhan Pancasila, Pemeliharaan Keutuhan Pancasila,
Negara Kesatuan Republik Pelaksanaan Negara Kesatuan Republik Pelaksanaan
Indonesia Undang-Undang Indonesia Undang-Undang
Dasar Negara Dasar Negara
Republik Republik
Indonesia Tahun Indonesia Tahun
1745, Pelestarian 1745, Pelestarian
Bhinneka Tunggal Bhinneka Tunggal
Ika serta Ika serta
Pemertahanan dan Pemertahanan dan
Pemeliharaan Pemeliharaan
Keutuhan Negara Keutuhan Negara
Kesatuan Republik Kesatuan Republik
Indonesia Indonesia
V.12 Pelaksanaan Tugas Jumlah Dokumen 1 Dokumen 39.374.000,00 | Pelaksanaan Tugas KEC. BINTANG | Jumlah laporan 8 Dokumen 36.500.000.00
Prokopinca Tugas Forum ! Prokopinca IARA Koordinasi/Sinergi !

Koordinasi
Pimpinan
Kecamatan

Perencanaan dan
Pelaksanaan
Kegiatan
Pemerintahan
dengan Perangkat
Daerah dan
Instalasi Vertikal
Terkait
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VI PROGRAM KEC.BINTANG | Persentase layanan | 80% 100.795.000,0 PROGRAM KEC. BINTANG | Persentase layanan | 80% 90.000.000,00
PENYELENGGARRAAN ARA umum lainnya PENYELENGGARRAAN ARA umum lainnya
PEMERINTAHAN DAN tepat waktu 0 PEMERINTAHAN DAN tepat waktu
PELAYANAN PUBLIK PELAYANAN PUBLIK
VI.1 Koordinasi KEC.BINTANG | Jumlah laporan 1 Laporan Koordinasi KEC. BINTANG | Jumlah laporan 1 Laporan
Penyelenggaraan Kegiatan ARA penyelenggaran 100.795.000.0 | Penyelenggaraan Kegiatan ARA penyelenggaran 90.000.000.00
Pemerintahan di Tingkat kegiatan ! Pemerintahan di Tingkat kegiatan !
Kecamatan pemerintahan di 0 Kecamatan pemerintahan di
tingkat tingkat
kecamatan kecamatan
VI.1.1 | Koordinasi/Sinergi Jumlah Laporan 5 Laporan Jumlah Laporan KEC. BINTANG | Jumlah Laporan 5 Laporan
Perencanaan dan koordinasi/Sinergi 69.849.000,00 koordinasi/Sinergi IARA Pelaksanaan 57.000.000,00
Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan dan Perencanaan dan Kegiatan
Pemerintahan dengan Pelaksanaan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan
Perangkat Daerah dan Kegiatan Pemerintahan dengan dengan Perangkat
Instansi Vertikal Terkait Pemerintahan Perangkat Daerah dan Daerah dan
dengan Perangkat Instansi Vertikal Terkait Instansi Vertikal
Daerah dan Terkait
Instansi Vertikal
Terkait
VI.1.2 | Peningkatan Efektifitas Jumlah dokumen 6 Dokumen 30.946.000,00 Jumlah dokumen KEC. BINTANG | Jumlah dokumen 6 Dokumen 33.000.000,00
Kegiatan Pemerintahan di Peningkatan Peningkatan efektifitas IARA Peningkatan
Tingkat Kecamatan efektifitas kegiatan kegiatan Pemerintahan di efektifitas kegiatan
Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Pemerintahan di
Tingkat Tingkat
Kecamatan Kecamatan

JUMLAH PAGU KEBUTUHAN TAHUN 2025 BERDASARKAN HASIL

ANASLISIS

3.388.542.499
,00

3.411.569.000,
00
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BAB Il
TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
Berdasarkan tema Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2025, yaitu : “Akselerasi
Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”, telah ditetapkan Fokus
Pembangunan sebagai berikut :
1. Pemulihan Industri, Pariwisata dan Investasi
2. Reformasi Sistem Kesehatan Nasional
3. Reformasi Sistem Perlindungan Sosial
4. Reformasi Sistem Ketahanan Bencana

Sedangkan Prioritas Nasional (PN) tahun 2024 yang ditetapkan ada 7 (tujuh) yaitu :
PN1 : Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan
PN 2 : Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan
PN 3 : Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing
PN4 : Revolusi Mental dan Pembangunan Kebudayaan
PN 5 : Memperkuat Infrastruktur untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi dan Pelayanan

Dasar

PN 6 : Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim
PN7 : Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik

Posisi kecamatan dalam mendukung pelaksanaan prioritas nasional tahun 2025 menjadi
sangat penting mengingat banyak pihak berharap agar kecamatan mampu berperan sebagai pusat
pelayanan bagi masyarakat. Fungsi kecamatan sebagai pusat pelayanan masyarakat ini menjadi
relevan bila dilihat dari segi kedekatan jarak, kecepatan waktu dan kualitas pelayanan yang diberikan
sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan UU 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dengan diterbitkannya Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan
(PATEN) yang merupakan bentuk jawaban dan respon dari pemerintah akan tuntutan perbaikan
kualitas pelayanan publik khususnya di pelayanan yang bersifat administratif dimana pemerintah
menetapkan Kecamatan sebagai penyelenggara pelayanan administrasi yang terdepan dengan
tujuan terpenuhinya prinsip-prinsip pelayanan agar pelayanan semakin dekat dengan masyarakat
sehingga pelayanan akan semakin efektif dan efisien. Dan didalam permendagri yang dimaksud
mengamanatkan bahwa penyelenggara PATEN harus terselenggara di seluruh Kecamatan se
Indonesia.

Salah satu arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional 2025, yaitu memperkuat
Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik merupakan tatanan pengelolaan
manajemen yang ditandai dengan penerapan prinsip — prinsip tertentu, diantaranya : keterbukaan,

akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, supremasi hukum, keadilan dan partisipasi. Penerapan tata
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kelola pelayanan publik tersebut dilakukan pada seluruh aspek manajeman penyelenggara
pemerintahan dan pembangunan, mulai dariperencanaan, pelaksanaan dan pengendaliannya.
Penerapan tata kelola pelayanan publik yang baik diharapkan terwujud dalam pemerintahan yang
bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas dan kapasitas dan akuntabilitas kinerja
birokrasi yang tinggi. Ketiganya merupakan prasyarat keberhasilan pembangunan. Tanpa
pemerintahan yang bersih akan sulit dicapai pengelolaan sumber daya pembangunan secara
akuntabel yang akan berakibat langsung pada menurunnya kualitas pelayanan publik serta

menghilangnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.

Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Bintang Ara Tahun 2025 adalah
sebagai

berikut:

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan, program dan kegiatan Kecamatan Bintang Ara Tahun
2025.

2. Memberikan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Kecamatan
Bintang Ara Tahun 2025.

3. Memberikan pedoman dalam pengawasan dalam penyelenggaran pemerintahan Daerah Tahun
2025.

Dengan mengusung tema “Penguatan Daya Saing Daerah untuk mendukung Tabalong
Terdepan” maka di tahun 2025 Kantor Kecamatan Bintang Ara memperioritaskan kegiatan
untuk melakukan :

1. Peningkatan kualitas SDM aparatur pemerintahan Kecamatan dan Desa
2. Peningkatan kualitas pembangunan desa.
3. Peningkatan kegiatan pembinaan, pendampingan dan evaluasi terhadap pengelolaan Alokasi
Dana Desa.
4. Peningkatan keberdayaan masyarakat dalam pembangunan untuk mewujudkan masyarakat yang
mandiri dan sejahtera.
5. Penambahan sarana dan prasarana kantor demi memberikan fasilitas yang nyaman untuk
mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat.
Demi keberhasilan pencapaian tujuan tersebut perlu ditempuh melalui penetapan beberapa
Sasaran yang satu dengan lainnya saling terkait. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara
nyata oleh Instansi Pemerintahan dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang
lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan untuk dapat dicapai dalam kurun waktu
tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan. Adapun rencana
kerja, tujuan, sasaran dan indikator kinerja Kecamatan Bintang Ara dapat dilihat dalam tabel 3.1
adalah sebagai berikut :
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Tabel 3.1

Prioritas Dan Sasaran Kecamatan Bintang Ara Tahun 2025

No Prioritas Sasaran Indilkator Sasaran Indikator
Daerah Daerah Sasaran SKPD Sasaran
Daerah
1 2 3 4 5 6
1 Peningkatan pelayanan Meningkatnya Nilai AKIP B B
yang berkualitas kepada Kualitas Pelayanan
masyarakat dan tata kelola Pemerintahan Umum | Persentase layanan 85 % 85 %
pemerintahan yang baik umum lainnya tepat
waktu
Meningkatnya Tingkat keterlibatan 87 % 87 %
partisipasi masyarakat dalam
masyarakat dan desa | perencanaan
dalam pembangunan
pembangunan
wilayah
2 Mewujudkan kerukunan hidup Meningkatnya Angka 100 % 100%
bermasyarakat pemahaman dan | Kriminalitas/
pengamalan
nilai-nilai Persentase tingkat
keagamaan di penyelesaian
masyarakat/ pelanggaran K3
Meningkatkan (Ketertiban,
kerukunan hidup Ketentraman &
bermasyarakat Kenyamanan)

Dari prioritas Daerah, dan sasaran Daerah tersebut kemudian di Jabarkan kedalam
tujuan dan Sasaran SKPD Kecamatan Bintang Ara Sebagai Berikut :

Tabel 3.2

Tujuan Kecamatan Bintang Ara

No | Tujuan SKPD Indikator Tujuan Target Kinerja

SKPD SKPD 2024
1 | Mewujudkan masyarakat dan Angka krimiinalitas - %
pemerintahan daerah yang beriman,
berkepribadian dan produktif
2 | Memajukan perekonomian daerah Indeks Desa -%
yang didukung oleh pengembangan | Membangun

sumber daya alam dan infrastruktur
yang berkelanjutan

3 | Mewujudkan pemerintahan daerah - Nilai SAKIP B
yang profesional, transparan dan .
- Opini BPK

akuntabel WTP ( Wajar Tanpa

- . Pengecualian)
- Nilai Survei

Kepuasan -
Masyarakat
terhadap
Pelayanan
Publik

- Tingkat
Kemandirian | -
Daerah
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Tabel 3.3

Sasaran Kecamatan Bintang Ara

No Sasaran SKPD Indikator Sasaran SKPD Target Kinerja
SKPD 2023
Meningkatnya Persentase
1 keamanan dan tingkat 97,37 %
ketertiban penyelesaian
kehidupan pelanggaran
umat beragama K3
(Ketertiban,
Ketentraman
&
Keindahan)
_ Nilai AKIP B
2 | Meningkatnya Persentase 84,59%
pengelolaan dan kinerja Pembinaan dan
pemerintahan daerah Pengawasan
serta kualitas pelayanan Pemerintahan
publik Desa
Persentase 73,96 %
pelayanan
kelembagaan
sosial
kemasyarakatan
Meningkatnya kualitas a. Persentase dokumen penyelenggaraan 82,23 %
3 pelayanan pemerintahan yang disusun tepat waktu
pemerintahan umum
Meningkatnya kualitas a. Persentase Peningkatan Kinerja Aparatur, 75,4%
4 pembangunan desa Kapasitas dan Tata Kelola Kewilayahan Desa
3.3 Program dan Kegiatan

Rumusan rancangan program dan kegiatan Kecamatan Bintang Ara tahun 2025

dituangkan dalam renja Kecamatan Bintang Ara tahun 2025. Jumlah seluruh program di tahun 2025

sebanyak enam program dengan jumlah kegiatan sebanyak tiga belas kegiatan dengan total

kebutuhan anggaran sebesar Rp. 3.388.542.499,00,- dengan sumber dana yang berasal dari APBD

Kabupaten Tabalong. Adapun Rumusan rencana program dan kegiatan Kecamatan Bintang Ara dapat

dilihat pada tabel berikut
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Tabel 3.4

Rumusan Rencana Program/Kegiatan Kecamatan Bintang Ara Tahun 2025 dan Perkiraan Maju Tahun 2026

. . Kondisi Perkiraan Maju Rencana Tahun
Renja Akhir Tahun 2025 kinerja 2026
. Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, . pada akhir
e PREE I EE T Program (Outcome) dan kegiatan (Output) Lokasi Target Kebutuhan ST priode Target capaian Kebutuhan
capaian Dana/Pagu dana renstra Kinerja Dana/Pagu
Kinerja Indikatif SKPD Indikatif
PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN Persentase Tingkat Penyelesaian Pelanggaran . o o o
1 KETERTIBAN UMUM K3 Ketertiban, Ketentraman dan Kenyamanan Kecamatan Bintang Ara 100% 60.214.000,00 PAD 100% 100% 62.000.000,00
Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian
Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional . o
1 Ketenteraman dan KetertibanUmum Indonesia dan Instansi Vertikal di Kecamatan Bintang Ara| 12 Laporan 60.214.000,00 PAD 100% 12 Laporan 62.000.000,00
Wilayah Kecamatan
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN - . o
2. DAERAH KABUPATEN/KOTA Nilai AKIP Kecamatan Bintang Ara B 3.007.025.162,00 PAD 80% B 3.034.569.000,00
2 Pt_aren_canaan, Penganggaran, dan Evaluasi Jumlah c_iokumen perencanaan, penganggaran dan Kecamatan Bintang Ara| 13 Dokumen 19.629.000,00 PAD 100% 13 Dokumen 20.660.000,00
Kinerja Perangkat Daerah evaluasi Perangkat daerah yang disusun
- Jumlah Dokumen Penatausahaan keuangan . 2411.719.000,00
3. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah . Kecamatan Bintang Ara| 20 Dokumen PAD 100% 20 Dokumen 2.502.700.000,00
Perangkat Daerah yag disusun
Administrasi Barang Milik Daerah pada Persentase Terlaksananya Kegiatan administrasi . o o o
4, Perangkat Daerah Barang milik Daerah Kecamatan Bintang Ara 100% 1.813.000,00 PAD 100% 100% 1.815.000,00
5 Administrasi Umum Perangkat Daerah Persentase Terpenuhinya Administrasi Umum Kecamatan Bintang Ara 100% PAD 100% 100%
' g Perangkat Daerah 9 136.683.128,00 133.200.000,00
6. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Terlaksananya kegiatan Pengadaan Barang Milik Kecamatan Bintang Ara 100% PAD 100% 100% 75.000.000,00

Urusan Pemerintah Daerah

Daerah

85.137.719,00
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Penyediaan Jasa Penunjang Urusan

Persentase Tersedianya Jasa Penunjang Urusan

191.316.790,00

i 0, 0, 0,
7. Pemerintahan Daerah Pemerintah Daerah ngamatan Bintang 100% PAD 100% 100% 220.500.000,00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjan Persentase Terpeliharanya Barang Milik
8. arang jang Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Kecamatan Bintang 100% 131.239.525,00 PAD 100% 100% 133.500.000,00
Urusan Pemerintahan Daerah
Daerah Ara
PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN Persentase Dokumen penyelenggaraan . o o o
PEMERINTAHAN UMUM Pemerintahan yangf di susun Tepat Waktu }A(:f;amatan Bintang 85% 122.109.145,00 PAD 85% 85% 124.000.000,00
Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Jumlah [aporan penyelenggaran urusan
9. yelenggar pemerintahan umum sesuai penugasan kepala Kecamatan Bintang 1 Laporan 122.109.145,00 PAD 100% 1 Laporan 124.000.000,00
Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah daerah Ara
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Persentase Pembinaan dan Kecamatan Bintan 670 42.555.192,00 BAD 6506 67% 44.000.000,00
PEMERINTAHAN DESA Pengawasan Pemerintahan Desa Ara 9
Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam
10. Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan rangkaAdministrasi Tata Pemerintahan Kecamatan Bintang 12 Dokumen 42.555.192,00 PAD 100% 12 Dokumen 44.000.000,00
Desa Desa Ara
PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN | Persentase layanan umum lainnya Kecamatan Bintan g5 100.795.000,00 BAD 8504 6501 90.000.000,00
DAN PELAYANAN PUBLIK tepatwaktu Ara 9 ’ ° °
Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Jumlah laporan penyelenggaran kegiatan .
11. Pemerintahan di Tingkat Kecamatan pemerintahan di ingkat kecamatan ngamatan Bintang 1 Laporan 100.795.000,00 PAD 11 Laporan 1 Laporan 90.000.000,00
Persentase peningkatan kinerja
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKATDESA | aparatur, kapasitas aparatur dantata i ecamatan Bintang 85% 55.844.000,00 PAD 85% 85% 57.000.000,00
DAN KELURAHAN kelola kewilayahan desa Ara
Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang 9 Lembaga 27.344.000,00 9 Lembaga
12. Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah  [Kecamatan Bintang 9 PAD 100% g 28.000.000,00
; Kemasyarakatan Kemasyarakatan
Perencanaan Pembangunan di Desa Ara
Jumlah Keluarga yang Mengikuti 28.500.000,00
13, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Kecamatan Bintang 90 Keluarga PAD 100% 90 Keluarga 29.000.000,00

Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan
Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas

Ara

Program: 6 Kegiatan : 13

3.388.542.499,00

3.411.569.000,00
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BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN
KECAMATAN BINTANG ARA

Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 merencanakan
enam program dan Tiga belas kegiatan yang seluruhnya bersumber dari dana APBD
Kabupaten Tabalong senilai Rp. 3.388.542.000,-. Program dan Kegiatan tersebut secara
terinci adalah sebagai berikut :
1. Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum, dengan anggaran sebesar

Rp. 60.214,000.00 indikator program ini adalah: Persentase Tingkat

Penyelesaian pelanggaran K3 (Ketertiban, Keamanan dan Kenyamanan) dengan
target 100 % sedangkan kegiatannya meliputi :

+ Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

2. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan
anggaran sebesar Rp. 3.007.025.162.00 indikator program ini adalah: Nilai Evaluasi
AKIB dengan target B sedangkan kegiatannya meliputi :

» Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

* Administrasi Umum Perangkat Daerah

» Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

» Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

» Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

3. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum , dengan anggaran sebesar
Rp. 122.109.145.00,- indikator program ini adalah: Persentase dokumen
penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sdengan target 80 % sedangkan
kegiatannya meliputi :

» Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah.

4. Program Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa , dengan anggaran
sebesar Rp. 42.555.192 ,00.- indikator program ini adalah: Persentase Pembinan
dan Pengawasan Pemerintahan Desa dengan target 85 % sedangkan kegiatannya

meliputi

* Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa
5.Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik, dengan anggaran

sebesar Rp100.795.000.00 indikator program ini adalah Persentase Penyelenggaraan



Pemerintahan dan Pelayanan Publik dengan target 80 % sedangkan kegiatannya meliputi :
 Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan

6. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan, dengan anggaran

sebesar Rp 55.844.000.00.- indikator program ini adalah: Persentase peningkatan

Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target 80 % sedangkan
kegiatannya meliputi :
 Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa

» Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan

Adapun mengenai Sasaran, Program , dan Sub Kegiatan kecamatan Bintang
Ara Kabupaten Tabalong pada tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel 4.1 sebagai
berikut :

Tabel 4.1
Sasaran, Program, Sub Kegiatan Kecamatan Bintang Ara Tahun 2025.
No Sasaran SKPD Nama Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
1 Meningkatnya 7.01.04 PROGRAM KOORDINASI
pemahaman dan KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM
pengamalan nilai-nilai 7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya

keagamaan di masyarakat | Penyelenggaraan Ketenteraman dan
Ketertiban Umum

7.01.04.2.01.0001 Sinergitas dengan Kepolisian
Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional
Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah

Kecamatan
2 Meningkatnya kualitas 7.01.03 PROGRAM PEMBERDAYAAN
pembangunan desa MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN

7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan
Pemberdayaan Desa

7.01.03.2.01.0001 Peningkatan Partisipasi
Masyarakat dalam Forum Musyawarah
Perencanaan Pembangunan di Desa

7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan
Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan
dan Kelurahan

7.01.03.2.06.0012 Penumbuhan dan
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam
Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju
Keluarga Berkualitas

7.01.06 PROGRAM PEMBINAAN DAN
PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA

7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi dan
Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan
Pemerintahan Desa

7.01.06.2.01.0002 Fasilitasi Administrasi Tata
Pemerintahan Desa

3 Meningkatnya 7.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN
pengelolaan dan kinerja PEMERINTAHAN DAERAH
pemerintahan daerah KABUPATEN/KOTA
serta kualitas pelayanan 7.01.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran,
publik dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

7.01.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat Daerah

7.01.01.2.01.0002 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen RKA-SKPD
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7.01.01.2.01.0003 Koordinasi dan Penyusunan
Dokumen Perubahan RKA-SKPD

7.01.01.2.01.0004 Koordinasi dan Penyusunan
DPA-SKPD.

7.01.01.2.01.0005 Koordinasi dan Penyusunan
Perubahan DPA- SKPD

7.01.01.2.01.0006 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi
Kinerja SKPD

7.01.01.2.01.0007 Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah

7.01.01.2.01.0009 Pelaksanaan Pengumpulan
Data Statistik Sektoral Daerah

7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

7.01.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

7.01.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD

7.01.01.2.02.0007 Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/
Semesteran SKPD

7.01.01.2.03 Administrasi Barang Milik
Daerah pada Perangkat Daerah

7.01.01.2.03.0001 Penyusunan Perencanaan
Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD

7.01.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat
Daerah

7.01.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen
Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

7.01.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

7.01.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetakan
dan Penggandaan.

7.01.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi SKPD

7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

7.01.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel

7.01.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya.

7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang
Urusan Pemerintahan Daerah

7.01.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

7.01.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan
Umum Kantor.

7.01.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan
Daerah

7.01.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak
Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan.

7.01.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan
Mesin Lainnya.

7.01.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya.

7.01.01.2.09.0010 Pemeliharaan/Rehabilitasi
Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau
Bangunan Lainnya.
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7.01.02 PROGRAM PENYELENGGARAAN
PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK
7.01.02.2.01 Koordinasi Penyelenggaraan
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat
Kecamatan

7.01.02.2.01.0001 Koordinasi/Sinergi
Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan
Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan
Instansi Vertikal Terkait

7.01.02.2.01.0002 Peningkatan Efektifitas
Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan
7.01.05 PROGRAM PENYELENGGARAAN
URUSAN PEMERINTAHAN UMUM
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Urusan
Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan
Kepala Daerah.

7.01.05.2.01.0001 Pembinaan Wawasan
Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam
rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila,
Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian
Bhinneka Tunggal lka serta Pemertahanan dan
Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

7.01.05.2.01.0008 Pelaksanaan Tugas Forum
Koordinasi Pimpinan di Kecamatan

Dari Program , Kegiatan dan Sub Kegiatan tersebut diatas kemudian dirumuskan
kedalam rencana Program, Rencana Kegiatan dan Rencana Sub Kegiatan, kecamatan
Bintang Ara tahun 2025, adapun Rumusan Program, kegiatan dan Sub kegiatan
Kecamatan Bintang Ara pada Tahun anggaran 2025, dapat dijelaskan pada Tabel 4.2

berikut ini

42




Tabel 4.2

Rumusan Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan
Bintang Ara Tahun 2025.

Kode Urusan / Bidang Indikator Rencana Tahun 2025 Catatan Prakiraan Maju Tahun 2026
Urusan/Program Kinerja Lokasi Target Kebutuhan Dana Target | Kebutuhan Dana
/Kegiatan/Sub Kinerja Pagu Kinerj Pagu
Kegiatan Al
KECAMATAN Kec. 3.388.542.499,00 3.411.569.000,00
BINTANG ARA Bintang
Ara
7 UNSUR 3.388.542.499,00 3.411.569.000,00
KEWILAYAHAN
7.01 KECAMATAN 3.388.542.499,00 3.411.569.000,00
7.01.01 PROGRAM 3.007.025.162,00 3.034.569.000,00
PENUNJANG
URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA
7.01.01.2.01 Perencanaan, Kgc. 13 19.629.000,00 20.660.000,00
Penganggaran, dan Bintang Dokumen
EvaluasiKinerja Ara
Perangkat Daerah
7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Jumlah Kec. 2 Dokumen 2.016.000,00 2.020.000,00
Perencanaan Perangkat Dokumen Bintang
Daerah Perencanaan | Ara
Perangkat
Daerah
7.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Jumlah Kec. 2 Dokumen | 1.284.000,00 1.285.000,00
Penyusunan Dokumen Dokumen Bintang
RKA-SKPD RKA-SKPD | Ara
dan Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
RKA-SKPD
7.01.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Jumlah Kec. 2 Dokumen | 1.284.000,00 1.285.000,00
Penyusunan Dokumen Dokumen Bintang
Perubahan RKA-SKPD | perubahan Ara
RKA-SKPD
dan Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan
RKA-SKPD
7.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Jumlah Kec. 2 Dokumen | 1.511.000,00 1.520.000,00
Penyusunan DPA-SKPD | pokumen Bintang
DPA-SkPD | A@
dan Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
DPA-SKPD
7.01.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Jumlah Kec. 2 Dokumen | 1.511.000,00 1.520.000,00
Penyusunan Perubahan | pokumen Bintang
DPA- SKPD Perubahan Ara
DPA-SKPD
dan Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Dokumen
Perubahan
DPA-SKPD
7.01.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Jumlah Kec. 1.016.000,00 1.020.000,00
Penyusunan Laporan Laporan Bintang
Capaian Kinerja dan Capaian Ara
Ikhtisar Realisasi Kinerja | Kinerja dan
SKPD Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
dan Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan
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Laporan

Capaian
Kinerja dan
Ikhtisar
Realisasi
Kinerja SKPD
7.01.01.2.01.0007 | EvaluasiKinerja Jumlah Kec. 1 Laporan 1.007.000,00 1.010.000,00
Perangkat Daerah Laporan Bintang
Evaluasi Ara
Kinerja
Perangkat
Daerah
7.01.01.2.01.0009 | Pelaksanaan Jumlah Data | Kec. 1 Data
Pengumpulan Data Statistik Bintang 10.000.000 11.000.000
Statistik Sektoral Daerah | Sektoral Ara
Daerah yang
telah
Dikumpulkan
dann
Diperiksan
Lingkuo
Perangkat
Daerah
7.01.01.2.02 Administrasi Keuangan Kec. 2.413.606.000,00 2.421.894.000,00
Perangkat Daerah Bintang
Ara
7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaiji dan Jumiah Kec. 13 2.411.719.000,00 2.420.000.000,00
Tunjangan ASN Orang yang Bintang Orang/bulan
Menerima Ara
Gaji dan
Tunjangan
ASN
7.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Jumlah Kec. 2 Laporan 1.283.000,00 1.284.000,00
Penyusunan Laporan Laporan Bintang
Keuangan Akhir Tahun Keuangan Ara
SKPD Akhir Tahun
SKPD dan
Laporan
Hasil
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Akhir Tahun
SKPD
7.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Jumlah Kec. 604.000,00
Penyusunan Laporan Laporan Bintang 18 Laporan ’ 610.000
Keuangan Bulanan/ Keuangan Ara
Triwulanan/ Semesteran | Bulanan/
SKPD Triwulanan/
Semesteran
SKPD dan
Laporan
Koordinasi
Penyusunan
Laporan
Keuangan
Bulanan/Triw
ulana
n/Semestera
n SKPD
7.01.01.2.03 Administrasi Kec. - 1.813.000,00 1.815.000,00
Barang Milik Bintang
Daerah pada Ara
Perangkat
Daerah
7.01.01.2.03.0001 | Penyusunan Jumiah Kec. 2 Dokumen | 1.813.000,00 1.815.000,00
Perencanaan Rencana Bintang
Kebutuhan Barang Milik Kebutuha_n' Ara
Daerah SKPD Barang Milik
Daerah
SKPD
7.01.01.2.06 Administrasi Umum Kec. - 136.683.128,00 133.200.000,00
Perangkat Daerah Bintang
Ara
7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen | Jumlah Paket | Kec. 1 Paket 4.228.475,00 0
Instalasi Kompor_]en Bintang
Instalasi Ara
Listrik/Penerangan Listrik/Penera
Bangunan Kantor ngan
Bangunan
Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan Jumlah Paket | Kec. 1 Paket 16.637.741,00 16.500.000,00
dan Perlengkapan Peralatan Bintang
Kantor dan Ara
Perlengkapa
n Kantor
yang
Disediakan
7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Jumlah Paket | Kec. 1 Paket 5.667.912,00 6.700.000,00
Cetakan dan Barang Bintang
Cetakan dan Ara

Penggandaan
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Penggandaa

n yang
Disediakan
7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat | Jumlah Kec. 408 110.149.000,00 110.000.000,00
Koordinasi dan Laporan Bintang Laporan
Konsultasi SKPD Penyelengga | Ara
raan Rapat
Koordinasi
dan
Konsultas
SKPD
7.01.01.2.07 Pengadaan Barang Kec. - 85.137.719,00 75.000.000,00
Milik Daerah i'rr;‘ang
Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah
7.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan Jumlah Unit Kec. ;
dan ?\/Iesin Lainnya Peralatan Bintang 4 Unit 85.137.713,00 75.000.000.00
dan Mesin Ara
Lainnya yang
Disediakan
7.01.01.2.08 Penyediaan Jasa Kec. - 218.916.790,00 248.500.000,00
Penunjang Urusan 2u:ang
Pemerintahan Daerah
7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Kec. 36 Laporan | 27.600.000,00 28.000.000.00
Komunikasi, Sumber Jumlah Bintang
Daya Air dan Listrik Laporan Ara
Penyediaan
Jasa
Komunikasi,
Sumber Daya
Air dan Listrik
yang
Disediakan
7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Jumlah Kec. 12 Laporan | 191.316.790,00 220.500.000,00
Pelayanan Umum Laporan Bintang
Kantor Penyediaan Ara
Jasa
Pelayanan
Umum
Kantor yang
Disediakan
7.01.01.2.09 Pemeliharaan Kec. ; 131.239.525,00 133.500.000,00
Barang Milik Daerah Bintang
Penunjang Urusan Ara
Pemerintahan
Daerah
7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Jumlah Kec. 18 118.160.000,00 120.000.000,00
Pemeliharaan, Biaya Kendaraan Bintang Unit
Pemeliharaan, dan Perorangan | Ara
Pajak Kendaraan Dinas atau
Perorangan Dinas atau Kgndaraan
Kendaraan Dinas Dinas
Jabatan Jabatan yang
Dipelihara
dan
dibayarkan
Pajaknya
7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan | Jumlah Kec. 25 13.079.525,00 13.500.000,00
dan Mesin Lainnya Peralatan Bintang Unit
dan Mesin Ara
Lainnya yang
Dipelihara
7.01.02 PROGRAM et |- 100.795.000,00 90.000.000.00
PENYELENGGA 9
RAAN Ara
PEMERINTAHA
N DAN
PELAYANAN
PUBLIK
7.01.02.2.01 Koordinasi Kec. ; 100.795.000,00 90.000.000.00
Penyelenggaraan E\gang
Kegiatan
Pemerintahan di
Tingkat
Kecamatan
7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Jumian Kec. 1Laporan | 69.849.000,00 57.000.000,00
Perencanaan dan Laporan | Bintang
Pelaksanaan Kegiatan Koor_dlnasv Si | Ara
Pemerintahan dengan nergi
Perangkat Daerah dan Perencanaan
Instansi Vertikal Terkait dan
Pelaksanaan
Kegiatan
Pemerintaha
n dengan
Perangkat
Daerah dan
Instansi
Vertikal
Terkait
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7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Jumlah Kec. 1 Dokumen | 30.946.000,00 33.000.000,00
Kegiatan Pemerintahan Dokumen Bintang
di Tingkat Kecamatan Peningkatan | Ara
Efektifitas
Kegiatan
Pemerintaha
n di Tingkat
Kecamatan
7.01.03 PROGRAM Kec. - 55.844.000,00 57.000.000,00
PEMBERDAYAAN Bintang
MASYARAKAT Ara
DESA DAN
KELURAHAN
7.01.03.2.01 Koordinasi Kegiatan Kec. - 27.344.000,00 28.000.000,00
Pemberdayaan Desa Bintang
Ara
7.01.03.2.01.0001 | Peningkatan Partisipasi | JUmiah Kec. 9 Lembaga | 27.344.000,00 28.000.000,00
Masyarakat dalam Lembaga Bintang Kemasyara
Kemasyaraka | Ara k atan
Forum Musyawarah
Perencanaan tanyang
Pembangunan di Desa Berpartisipasi
dalam Forum
Musyawarah
Perencanaan
Pembanguna
n di Desa
7.01.03.2.06 Pemberdayaan dan Kec. - 28.500.000,00 29.000.000.00
Kesejahteraan Bintang
Keluarga Tingkat Ara
Kecamatan dan
Kelurahan
7.01.03.2.06.0012 | Penumbuhan dan Kec. 90 Keluarga | 28.500.000,00 29.000.000.00
Peningkatan Kesadaran | Jumlah 2|rr;tang
Keluarga dalam Keluarga
Keterlibatan yang
Perencanaan Kehidupan | Mengikuti
Menuju Keluarga Penumbuhan
Berkualitas dan
Peningkatan
Kesadaran
Keluarga
dalam
Keterlibatan
Perencanaan
Kehidupan
Menuju
Keluarga
Berkualitas
7.01.04 PROGRAM Kec. ; 60.214.000,00 62.000.000,00
KOORDINASI Bintang
KETENTRAMAN DAN Ara
KETERTIBAN UMUM
7.01.04.2.01 Koordinasi Upaya g.e‘;' - 60.214.000,00 62.000.000,00
Penyelenggaraan Alrr; ang
Ketenteraman dan
Ketertiban Umum
7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan JL“m'ah Kec 12 Patroli 60.214.000,00 62.000.000,00
Kepolisian Negara aporan intang Terpadu
Republik Indonesia, Hgsn . Ara
Tentara Nasional Sinergitas
Indonesia dan Instansi de”%”.
Vertikal di Wilayah Eigg‘r';'a”
Kecamatan Republik
Indonesia,
Tentara
Nasional
Indonesia
dan Instansi
Vertikal di
Wilayah
Kecamatan
7.01.05 PROGRAM Kec. ; 122.109.145,00 124.000.000,00
PENYELENGGARAAN Bintang
URUSAN Ara
PEMERINTAHAN
UuMuUuM
7.01.05.2.01 Penyelenggaraan Kec. - 122.109.145,00 124.000.000,00
Urusan Pemerintahan Bintang
Umum Sesuai Ara
Penugasan Kepala
Daerah
7.01.05.2.01.0001 | Pembinaan Wawasan Jumlah Kec. 100 Orang 82.735.145,00 87.500.000,00
Kebangsaan dan Orang 2'2“9
Ketahanan Nasional yang
dalam rangka Mengikuti
Memantapkan Pembinaa
Pengamalan Pancasila, n
Pelaksanaan Undang- Wawasan
Undang Dasar Negara Kebangsa
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Republik Indonesia an dan
Tahun Ketahana
n Nasional
1945, Pelestarian dalam
Bhinneka Tunggal Ika rangka
serta Pemertahanan dan | Memantap
Pemeliharaan Keutuhan kan
Negara Kesatuan Pengamal
Republik Indonesia an
Pancasila,
Pelaksana
an
Undang-
Undang
Dasar
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 1945,
Pelestarian
Bhinneka
Tunggal Ika
serta
Pemertahana
n dan
Pemeliharaa
n Keutuhan
Negara
Kesatuan
Republik
Indonesia
7.01.05.2.01.0008 | Pelaksanaan Tugas Jumiah Kec. 12 39.374.000,00 36.500.000,00
Forum Koordinasi Dokumen Bintang | pokumen
Pimpinan di Kecamatan | Tugas Forum | Ara
Koordinasi
Pimpinan di
Kecamatan
7.01.06 PROGRAM Kec. - 42.555.192,00 44.000.000,00
PEMBINAAN DAN 2'21‘5‘"9
PENGAWASAN
PEMERINTAHAN
DESA
7.01.06.2.01 Fasilitasi, Rekomendasi Kec. - 42.555.192,00 44.000.000,00
dan Koordinasi Bintang
Pembinaan dan Ara
Pengawasan
Pemerintahan Desa
7.01.06.2.01.0002 | Fasilitasi Administrasi Jumlah Kec. 12 23.264.000,00 24.000.000,00
Tata Pemerintahan Desa | Dokume Bintang Dokumen
nyang Ara
Difasilita
si dalam
rangka
Administrasi
Tata
Pemerintahan
Desa
7.01.06.2.01 | Fasilitasi JDUOfE'j:qen gﬁﬁang 1Dokumen | 19,291.192,00 20.000.000.00
.0009 Sinkronisasi Sinkronisasi | Ara
Perencanaan Perencanaan
Pembangunan
Pembangunan Daerah
Daerah dengan dengan
Pembangunan
Pembangunan Desa
Desa
Jumlah 3.388.542.499, 3.411.569.000
00 ,00
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BAB V

PENUTUP

Dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, maka
diharapkan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong Tahun 2025

dapat digunakan sebagai pedoman kerja bagi aparatur Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong selain
menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan
kinerja Kecamatan Bintang Ara. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2025,
Rencana Kerja (Renja) juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang
dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong.
Rencana Kerja (Renja) juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam
pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para Pimpinan dan
seluruh staf Kecamatan Bintang Ara Kabupaten Tabalong sehingga akan diperoleh peningkatan
kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang. Selain itu Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan
mampu menjadi acuan dan pedoman Penyelenggaraan Program dan Kegiatan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Kecamatan Bintang Ara Kabupaten
Tabalong pada tahun 2025 agar sesuai dengan Strategi, Arah Kebijakan, Program dan
Kegiatan yang ditetapkan. Dengan adanya Renja Kecamatan Bintang Ara Kabupaten
Tabalong, maka penetapan prioritas pembangunan yang merupakan upaya penjabaran dari
visi dan misi Kabupaten Tabalong diharapkan akan lebih terkoordinasi, terintegrasi dan sinergis

serta berkelanjutan.

Melalui Rencana Kerja (Renja) ini diharapkan agar setiap aparatur yang mendukungnya,
mampu melakukan evaluasi dan instrospeksi guna meningkatkan capaian kinerja yang lebih baik
melalui upaya memahami tugas dan meningkatkan pelaksanaannya dengan penuh
tanggungjawab dan kerja keras. Akhir kata, Semoga Rencana Kerja (Renja) tahun 2025 ini dapat

bermanfaat dan dipergunakan sebagaimana mestinya

Bintang Ara, 2024

SE\BINTANG ARA
\ —

AR, S.IP. M.M., Kp
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